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BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 9 TAHUN2017

TAHUN2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Men{!jngil-t

a. babwa sehubungan dengan adanya pemanfaatan kembaIi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Bantuan
Keuangan Provinsi yang bersifat spesiftk maka kiranya periu
dilakukan penambaban dan penyesuaian program dan
kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerab Kabupaten Majalengka Tabun Anggaran
2017;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta sesuai ketentuan Romawi V angka 13
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tabun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2017, makadipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubaban
Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tabun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja
Daerab Kabupaten Majalengka Tabun Anggaran 2017.

1. Undang,-Undang, Nomor 14 Tabun 1950 tentang,
Pembentukan Daerab-Daerab Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 1950) sebagaimana telab diubab dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubab Undang-Undang Nomor 14
Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerab-Daerab
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor
31, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3686), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4150);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

9. Undang-Undang 3
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9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5049);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipiI (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092),
sebagaimana teIah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipiI
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan WakiI Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4028);

17. Peraturan Pemerintah 4
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
PengeIoIaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
PengeIoIaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5340);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nmnm \>5'rabun 20\0 tentang Peru.bahan h~ PeratuTan
Pemerintah Nomor56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5155);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penge10IaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pe1ayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4593);

24. Peraturan Pemerintah 5
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan PenyeIenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Dang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor83 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5351);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5104);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4209);

31. Peraturan Pemerintah 6



6

31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberlan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5219);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272);

35. Peraturan Pemerintah Nomor '27 Tahun 2014 tentang
Penge101aanBarang MilikNegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5533);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5717);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5694);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887);

39. Peraturan Presiden 7



7

39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5655);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Beita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor310);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam NegeriNomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor525;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belania Penuni~ OQerasional PimQinanDPRDserta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

43. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sasial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana te1ah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor540);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor754);

45. Peraturan Menteri 8
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45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1744);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mi1ikDaerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
WakiI Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kedl dan
Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TABUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TABUN
ANGGARAN2017.

Pasall ..... 10
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2017 Nomor 1)diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal lA dan Pasal2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal IB sehingga
berbunyi sebagai berikut:

PasallB

Perubahan Penjabaran APBDTahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 2.762.490.961.957,05
b. Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan setelah Rp. 2.762.490.961.957,05
perubahan

.'

2. Belanja
a. Semula Rp. 2.804.534.606.631,84
b. Bertambah (Berkurang) Rp. 5.406.120.500,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 2.809.940.727.131,84
Surplus / (Defisit)setelah perubahan Rp. (47.449.765.174,79)

3. Pembiayaan

A.Penerimaan
1. Semula Rp. 42.043.644.674,79
2. Bertambah(berkurang) Rp. 5.406.120.500,00
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 47.449.765.174,79
Perubahan

B. Pengeluaran
1. Semula Rp.
2. Bertambah (berkurang) Rp.
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa Lebih pembiayaan setelah perubahan

0,00
0,00

Rp. 0,00
Rp. 47.449.765.174,79
Rp. 0,00

2. Diantara Pasal 2Adan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2B sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal2B

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal IB
dirinci Iebih Ianjut pada Lampiran 1.Bdan I.e Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3Adan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3B sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B ..... 10
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Pasal3B

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1B adalah
memuat perubahan penambahan kegiatan sehubungan dengan pemanfaatan
kembali SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi yang dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II.B Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 21 Juli 2017

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 21 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,.--:Jt~.
BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

<::::::-. -:dt:--GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP.19680327 199603 1003
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